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ABSTRAK 

 

 

RIZKYNTA JAYA GINTING, 1864002122 

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 

DALAM MENJAGA NETRALITAS BIROKRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 103 halaman, 5 bab, 8 tabel, 25 gambar, 5 lampiran 

Daftar Pustaka  29 buku, 6 jurnal, 1 peraturan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

pelaksanaan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjaga netralita birokrasi 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dan fakta yang valid dan dapat dipercaya. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, berupa 

hasil wawancara yang melibatkan 8 (delapan) orang Informan kunci sebagai 

sumber informasi dengan diberikan pertanyaan terkait dengan upaya-upaya yang 

telah dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjalankan 

tugasnya, sekaligus data sekunder berupa dokumen pendukung maupun gambar 

yang relevan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode 

observasi, dan metode dokumenter secara langsung ke lokasi penelitian serta 

mengumpulkan data-data sekunder. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KASN telah 

melaksanakan tugasnya dengan maksimal sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang Undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya KASN telah 

melakukan upaya-upaya pencegahan (preventif) mulai dari sosialisasi hingga 

bekerja sama dengan instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah. Adapun 

dalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat hambatan yang dihadapi oleh KASN, 

seperti keterbatasan jumlah SDM, dan keterbatasan kewenangan yang diberikan. 

 

Kata kunci: Netralitas, Komisi Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara 

 

ABSTRACT 
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RIZKYNTA JAYA GINTING, 1864002122 

IMPLEMENTATION DUTIES OF THE INDONESIA CIVIL SERVICE 
COMMISION IN MAINTAINING THE NEUTRALITY OF THE BUREAU OF CIVIL 
SERVANTS 

 103 pages, 5 chapters, 8 tables, 25 pictures, 5 appendices  

Bibliography 29 books, 6 journals, 1 regulation 

 

 This study aims to determine how the implementation of the duties of the 
Indonesia Civil Service Commission in maintaining the neutrality of the civil service 
bureaucracy based on valid and reliable data and facts. In this study, researchers 
used a qualitative approach with descriptive methods.  
The data obtained in this study are primary data, in the form of interviews involving 
8 (eight) key informants as a source of information by being asked questions 
related to the efforts made by the State Civil Apparatus Commission (KASN) in 
carrying out their duties, as well as secondary data in the form of supporting 
documents and images relevant to the research. 
 The technique of collecting data was carried out by interviewing, 
observing methods, and documentary methods directly to the research location 
and collecting secondary data 
 Data processing procedures are carried out through data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. 
 Based on the research results, it can be concluded that KASN has carried 
out its duties optimally in accordance with the provisions of the Invitation Laws.  
In carrying out its duties, Indonesia Civil Service Commission has carried out 
preventive efforts starting from socialization to collaborating with other agencies, 
both private and government. As for the implementation of its duties there are 
obstacles faced by KASN, such as the limited number of human resources and the 
limited authority given. 

 

Keywords: Neutrality, Indonesia Civil Service Commission, State Civil Apparatus 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural 

yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN 

yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, 

serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai lembaga negara 

nonstruktural KASN mempunyai tugas untuk;  

1. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara; 

2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; 

3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen 

ASN kepada Presiden.  

Dalam melakukan tugas sebagaimana disebutkan diatas, KASN dapat melakukan 

beberapa hal yaitu: 

1. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit 

dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; 

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai 

pemersatu bangsa; 

3. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode 

perilaku Pegawai ASN; 

4. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan 

kode perilaku Pegawai ASN. 
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Dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Dari segi kelembagaan ada empat lembaga negara yang diberikan 

wewenang dalam penyelenggaraan manajemen ASN yaitu :  

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan 

dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta 

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;  

b. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria Manajemen ASN;  

c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan    

Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

ASN; dan  

d. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta 

pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. 

KASN sebagai lembaga nonstruktural terdiri dari 7 orang anggota, yang 

terdiri dari 1 orang anggota merangkap ketua, dan 1 orang anggota merangkap 

wakil ketua. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, KASN dibantu oleh 

Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Tugas dan fungsi KASN dibagi 

habis kedalam 5 kelompok kerja. Masing-masing kelompok kerja dipimpin oleh 1 

orang Komisioner (anggota KASN). Kelompok kerja yang ada di KASN adalah: 

1. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I 
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Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut: 

 

Tabel. 1.1 

Instansi Pusat Instansi Daerah 

a. Kementerian Koordinator 

Politik Hukum dan Keamanan 

b. Kementerian Koordinator 

Maritim 

1. Wilayah kerja Kantor 

Regional BKN 1 Yogyakarta 

2. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 2 Surabaya  

3. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 7 Palembang 

4. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 10 Denpasar 

5. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 14 Manokwari 

6. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 9 Manado 

7. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 8 Banjarmasin 

 

2. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II 

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Instansi Pusat Instansi Daerah 

a. Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 

b. Kementerian Koordinator 

Bidang PMK 

1. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 9 Jayapura 

2. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 6 Medan 

3. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 5 Jakarta 

4. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 3 Bandung 

5. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 13 Aceh 
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6. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 12 Pekanbaru 

7. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 4 Makassar 

 

3.Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Wilayah I 

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 

Instansi Pusat Instansi Daerah 

a. Kementerian Koordinator 

Politik Hukum dan Keamanan 

b. Kementerian Koordinator 

Maritim 

1. Wilayah kerja Kantor Regional 

BKN 1 Yogyakarta 

2. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 2 Surabaya  

3. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 7 Palembang 

4. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 10 Denpasar 

5. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 14 Manokwari 

6. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 9 Manado 

7. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 8 Banjarmasin 

 

4.Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi    

Wilayah II 

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.4 berikut: 
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Tabel 1.4 

Instansi Pusat Instansi Daerah 

a. Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 

b. Kementerian Koordinator 

Bidang PMK 

1. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 9 Jayapura 

2. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 6 Medan 

3. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 5 Jakarta 

4. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 3 Bandung 

5. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 13 Aceh 

6. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 12 Pekanbaru 

7. Wilayah kerja kantor regional 

BKN 4 Makassar 

 

5. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan 

Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN. 

Khusus untuk Kelompok kerja ini meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah.  

Salah satu tugas yang diamanatkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara 

yaitu menjaga netralitas pegawai ASN. Pada tahun 2018 Indonesia telah 

melakukan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dan pada 

tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan 

Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif secara serentak. Dengan banyaknya daerah 

yang melaksanakan Pemilu maka akan berbanding lurus dengan tingkat 

pelanggaran netralitas ASN. Fungsi yang diamanatkan kepada KASN 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah untuk mengwasi 

pelaksnaan nilai dasar, kode etik dan kode perilku ASN, serta penrapan sistem 

merit dalam kebjakan dan manajemen ASN pada instnsi pemeritah. Hal ini 
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menunjukkan bahwa KASN akan selalu bersentuhan dengan proses manajemen 

ASN. Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara jujur, adil, profesional, dan merata dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, tugas negara terlebih dalam hal pembangunan. 

ASN harus terbebas dari pengaruh politik dan tidak diskriminatif dalam melayani 

masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri 

Sipil merupkan Aparat Negra yang memliki tugas menyelenggarakan dan 

mengadakan pemerintahan yang baik sekaligus menyelenggarakan 

pembangunan dalam rangka usaha untuk dapat mencapai tujuan Nasional. 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan Nasional tersebut 

membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat kepada Pancasila sebagai 

dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. 

Peran Pegawai Negeri Sipil merupakan subyek utama dalam birokrasi dan 

memiliki peran tertentu untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-

tugas negara. Dalam hal tersebut pola kerja Pegwai Negeri Sipil merupakan unsur 

utama untuk meciptakan pelayanan publik yang adil, professional, dan merata.  

Kedudukan Pegwai Negeri Sipil sebagai unsur aparat negara dan abdi 

masyrakat wajib memiliki loyalitas terhadap negara dan hanya pada negara. Hal 

ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dituntut harus netral dan hanya 

berpihak kepada rakyat, serta terbebas dari pengaruh politik serta tidak 

diskriminatif dalam melayani masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 4 angka 12 s/d 
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angka 15  menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk memberikan 

dukungan terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Calon Legislatif 

Pusat, Tingkat 1 maupun Tingkat 2 serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil 

Kepala Daerah. Ketentuan juga menegaskan bila Pegawai Negeri Sipil ingin 

menjadi anggota partai politik atau ingin menjadi pengurus partai politik, maka 

Pegawai Negeri tersebut diwajibkan mundur dari statusnya Pegawai Negeri Sipil, 

dan dengan kata lain akan diberhentikan secara tidak hormat.  

Dalam rangka melaksanakan tugas menjaga netralitas Pegawai Negeri 

Sipil, maka KASN telah melakukan beberapa cara antara lain: 

a. Membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi lain, seperti Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementrian Pendyagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, serta dengan Badan Kepegwaian Negara. Salah satu yang 

menjadi dasar pembuatan MoU ini adalah keterbatasan KASN yang hanya 

berada di Ibukota Negara sedangkan wilayah pengawasan yang diawasi adalah 

seluruh PNS Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga dengan 

adanya bantuan serta kerjasama instansi seperti Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) yang memiliki “perpanjangan tangan” hingga tingkat Kabupaten-Kota 

akan sangat membantu. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara 

serentak tahun 2018 serta pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 KASN 

banyak menerima penerusan temuan pelanggaran netralitas PNS dari Badan 

Pengawas Pemilu baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. 

b. Melakukan Sosialisasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Dalam upaya 

menjaga netralitas PNS, KASN melaksanakan Rapat Koordinasi di daerah-

daerah. Khususnya daerah yang pada Pilkada 2018 melaksanakan Pemlihan 
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Gubernur dan Wakl Gubernur, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, Jawa barat, Sumatera Utara, dan lain nya. Teknisnya adalah KASN 

meminta bantuan Wakil Pemrintah Pusat di Daerah dalam hal ini Gubernur agar 

mengundang seluruh Pemerintah tingkat dua (Kota dan Kabupaten) di 

wilayahnya yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018, untuk menghadiri 

sosialisasi yang dilakukan KASN. Dalam pelaksanaannya sosialisasi yang 

dilakukan oleh KASN di berbagai daerah ini juga dihadiri oleh Bawaslu 

Kabupaten-Kota. Hal ini ditujukan untuk menyamakan persepsi antara PNS 

dengan Bawaslu terkait kegiatan yang boleh dan dilarang dilakukan oleh PNS 

selama proses pilkada dan pemilu sedang berlangsung. 

c. Membuat Surat Edaran terkait larangan PNS untuk mengikuti kegiatan 

kampanye maupun berpolitik praktis. Berdasarkan pengalaman pada Pilkada 

serentak tahun 2017, maka KASN telah menyiapkan Surat Edaran KASN yang 

dalam substansinya menyebutkan hal-hal yang tidk boleh dilakukan oleh PNS 

pada Pilkada Serntak tahun 2018 dan Pemlu Serentak tahun 2019. Beberapa 

hal yang tidak boleh dilakukan PNS pada pelaksanaan Pemilu antara lain; 

berfoto dengan calon (peserta pilkada) sambil menunjukkan gesture tangan 

tertentu, dan larangan melakukan like, share, posting foto ataupun gambar yang 

dapat dianggap menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon (peserta 

pilkada). 

d. Menerbitkan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada PNS yang melanggar 

azas netralitas Pegawai Negeri Sipil. Salah satu hal yang ditur dalam MoU 

KASN dengan instansi lain khususnya Bawaslu, adalah Bawaslu sebagai 

lembaga pengawas pelaksanaan pemilu meneruskan temuan PNS yang 

melanggar netralitas kepada KASN. Sesuai Standar Operasional Prosedur 
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(SOP) KASN. Setelah menerima penerusan pelanggaran netralitas dari Badan 

Pengawas Pemilu maka KASN akan melakukan penelusuran data. 

Penelusuran data tersebut bertujuan untuk memperkuat bukti dan fakta-fakta 

sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya tuduhan yang tidak benar 

kepada PNS dimaksud. Selanjutnya apabila tuduhan pelanggaran netralitas 

tersebut terbukti maka KASN akan menerbitkan rekomendasi penjatuhan 

sanksi sesuai dengan data yang disampaikan oleh Bawaslu dan hasil 

penelusuran data yang dilakukan KASN. Sebaliknya apabila tuduhan tersebut 

tidak terbukti dikarenakan bukti dan fakta yang ada tidak mencukupi, maka PNS 

tersebut akan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran netralitas oleh KASN. 

Penerusan temuan yang diterima oleh KASN dapat berasal dari Bawaslu Pusat, 

Bawslu Provinsi, maupun Bawslu Kabupaten-Kota. Sesuai Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,rekomendasi KASN adalah bersifat mengikat 

serta wajib dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya alur laporan pelanggaran 

netralitas PNS yang diterima oleh KASN, dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

Gambar 1.1 

Alur Laporan Pengaduan Pelanggaran Netralitas PNS di KASN 
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Pada tahun 2018 Indonesia telah melaksnakan Pemlihan Kepala Daerah 

(Pilkada) secara serentak di 171 Daerah, yang terdiri dari 17 Pilkada Provinsi, 

115 Pilkada Kabpaten, dan 39 Pilkada Kota. Melihat banyaknya jumlah daerah 

yang telah melaksanakan Pilkada, berbagai upaya untuk membina PNS agar 

netral dalam Pilkada telah dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 

juga instansi lainnya.  Namun KASN tetap  menemukan pelanggaran netralitas 

yang dilakukan oleh PNS pada masa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 

2018. Pelanggaran netralitas tersebut setelah dikategorikan per provinsi, 

diperoleh data sebagai berikut:  

Gambar. 1.2 

Data Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi 
di Indonesia Tahun 2018 

(Sumber : Data Pelanggaran Netralitas ASN, Pokja Pengkajian dan 
Pengembangan Sistem dan Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil 
Negara Tahun 2018) 
 

 Pada Gambar. 1.2, Pelanggaran netralitas PNS tertinggi pada Tahun 2018 

adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 301 (tiga ratus satu) kasus 

netralitas ASN. Selanjutnya jumlah kasus netralitas PNS terendah pada Tahun 
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2018 adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Gorontalo dengan jumlah 7 (tujuh) 

pelanggaran netralitas PNS. Tingkat pelanggaran netralitas PNS pada 

pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 cukup tinggi dikarenakan jumlah daerah 

yang melaksanakan cukup banyak dan rentang waktu yang berdekatan dengan 

Pemilu Tahun 2019 yang juga akan dilkukan secara serentak untk memilih 

Presiden dan Wakil Prsiden serta Angota DPR, DPD, DPD.  

 Berdasarkan jumlah data gambar 1.2 diatas, KASN telah melakukan 

penanganan terhadap laporan pelanggaran netralitas ASN yang diterima baik dari 

Bawaslu, Pejabat Pembina Kepegawaian, maupun langsung dari masyarakat. Dari 

laporan tersebut ada yang sudah selesai (diterbitkan rekomendasi) ada yang 

masih dalam tahap penyelesaian atau penelusuran data sebagaimana dalam tabel 

1.5 berikut: 

Tabel 1.5 

Tabel Penanganan Pelanggaran Netralitas PNS Pada Pilkada Serantak 2018 

Provinsi / 
KL 

Dugaan 
Pelangga

ran 

Selesa
i 

Proses 
(Permintaa

n Data) 

Proses 
(Dokume
n Tidak 

Ditemuka
n 

Tinda
k 

Lanju
t 

Pelanggaran 
Netralitas 

Pemilu 

Selesa
i Proses 

Sumatera 
Utara 

10 9 0 0 1 0 1 

Sumatera 
Barat 

7 7 0 0 2 0 0 

Jambi 9 8 0 1 0 0 0 

Riau 20 12 2 0 3 1 5 

Sumatera 
Selatan 

14 11 2 0 3 0 1 

Lampung 30 14 14 0 2 0 2 

Bali 4 4 0 0 3 0 0 
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Nusa 
Tenggara 
Barat 

7 1 0 4 0 0 2 

Nusa 
Tenggara 
Timur 

10 7 0 3 1 0 0 

Sulawesi 
Utara 

13 10 0 2 1 0 1 

Gorontalo 7 4 0 2 1 0 1 

Sulawesi 
Tengah 

2 1 1 0 0 0 0 

Sulawesi 
Selatan 

119 104 2 5 20 0 8 

Sulawesi 
Tenggara 

114 89 0 20 10 0 5 

Sulawesi 
Barat 

17 7 1 1 1 0 8 

Kementeria
n Agama 

3 3 0 0 0 0 0 

GrandTota
l 

386 291 22 38 48 1 34 

Sumber: Data Pokja Pengaduan dan Penyelidikan KASN 

 

Adapun Instnsi Pemerintah, baik di lingkungan Pemrintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah yang tidak terdapat pelanggaran netralitas ASN pada tahun 

2018 seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Pemerinta Provinsi Kepulauan 

Riau, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan beberapa Instansi Pemerintah lainnya. 

Pada Tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu Serentak Presiden dan 

Wakil Presiden serta Anggota Legislatif. KASN sesuai dengan tugasnya, 

menemukan pelanggaran netralitas PNS pada pelaksanaan Pemilu Serentak 

Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2019. 

Setelah dikategorikan per Provinsi, berikut adalah data pelanggaran netralitas 

PNS pada tahun 2019 : 
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Gambar. 1.3 
Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Provinsi 

di Indonesia Tahun 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data Pelanggaran Netralitas ASN, Pengaduan dan Penyelidikan Komisi 
Aparatur Sipil Negara Tahun 2019) 

 Pada Gambar. 1.3 Pelanggaran netralitas ASN tertinggi pada Tahun 2019 

adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) 

pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan Gambar. 1.2 dan Gambar. 1.3 tersebut 

dapat disimpulkan masih terdapat ASN di lingkungan Pemrintah Provinsi dan 

Pemrintah Kota yang melakukan pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2018 

sampai dengan 2019. Khusus untuk laporan pelanggaran netralitas ASN pada 

tahun 2019 terdapat beberapa laporan yang telah selesai (diterbitkan rekomendasi 

oleh KASN) dan masih ada beberapa laporan yang masih dalam tahap 

penanganan atau proses penelusuran data yang masih dilakukan oleh KASNpada 

Lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel 1.6 berikut: 
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Tabel 1.6 

Status Penganan Pelanggaran Netralitas PNS Tahun 2019 

No Kategori Instansi 
Status 2019 

Selesai Proses 

1 

Sistem Merit 
Kementerian/ 
Lembaga 

34 13 

  Provinsi 30 14 

  Kabupaten/Kota 113 43 

2 
Pelanggaran Nilai Dasar, 
Kode Etik, Kode 
Perilaku 

Kementerian/ 
Lembaga 

37 12 

Provinsi 16 2 

Kabupaten/Kota 67 11 

3 Pelanggaran Netralitas 

Kementerian/ 
Lembaga 

37 1 

Provinsi 22 1 

Kabupaten/Kota 317 8 

4 
Bukan Kewenangan/ 
Limpahan 

      

Jumlah 673 105 

Sumber: Data Pokja Pengaduan dan Penyelidikan KASN 

 Seiring dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut diatas, terlihat bahwa 

hasil yang diraih belum sesuai dengan harapan. Tingkat pelanggaran netralitas 

ASN tidak menunjukan penurunan malah cenderung naik pada rentang waktu 2018 

dan 2019. Bila dibandingkan dengan jumlah daerah yang melaksanakan pilkada 

setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti memandang perlu 

mencari tahu hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan serta mencari tahu solusi 

untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah pelanggaran netralitas ASN 

tersebut. Oleh karena itu penulis tertrik untuk mengambil judul Implementasi 

Pelaksanaan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas 

Birokrasi Pegawai Negeri Sipil. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Mengacu kepada latar belakang masalah yang telah dipaprkan diatas, 

maka dapt disebutkan fokus permaslahan dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara 

Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Kepala Daerah”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adlah untuk mengtahui BagaimanaImplementasi 

Pelaksnan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas 

Birokrasi Pegawai Negeri Sipil. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat terhadap kepentingan Dunia Akademik 

Hasl penelitian diharpkan dapat memberi kontribusi dalam 

pengembangan ilmu Manajemen Sumber Daya Aparatur khususnya sikap 

netral pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. 

2. Manfaat terhadap Dunia  Praktis 

Hasl penelitian diharpkan bermanfaat bagi Instansi Pemerintah dalam 

hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menentukan kebijakan  dalam 

rangka menjaga azas netralitas Pegawai Negeri Sipil. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

KASN telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan 

maksimal dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-

Undang ASN menyebutkan 4 Instansi yang diberikan delegasi oleh Presiden 

untuk membidangi kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Ke 

empat Intsansi tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 

Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara 

(BKN). Tugasn dan fungsi masing-masing Instansi telah diatur dalam Undang-

Undang ASN sehingga tidak tumpeng tindih satu dengan yang lain.  

Cakupan netralitas ASN terdiri dari tiga spek yaitu, aspek politik, aspek 

pelayanan public dan aspek pengambilan keputusan. Saat ini aduan 

pelanggaran yang diterima oleh KASN terkait dengan aspek netralitas politik. 

Aduan yang diterima KASN dapat berasala dari masyarakat, maupun 

penerusan dari temuan Bawaslu di lapangan. Pesta demokrasi seperti 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang digelar secara serentak 

beberapa tahun belakangan menjadi momen ASN sangat rentan terhdap 

pelanggaran netralitas. Sebagaimana diketahui pasca pelantikan Kepala 

Daerah yang baru, sangat rawan terjadi praktek politik balas budi dan balas 

dendam. Hal ini menjadi momok tersendiri bagi ASN setiap pelaksanaan 

Pemilu maupun Pilkada. Kekhawatiran akan perkembangan karir menjadi 

alasan utama ASN berpihak kepada salah satu kontenstan 
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Pemilu/Pemilukada. KASN sebagai lembag yang menegakkan sistem merit 

bertugas mengawasi dan mencegah pengangkatan ASN dalam jabatan yang 

didasari praktek  like or dislike tersebut. 

Upaya-upaya yang dilakukan KASN dalam menjaga netralitas ASN 

adalah upaya-upaya yang bersifat prefentif (pencegahan). Ketidaknetralan 

ASN dalam pelaksanaan Pilkada terjadi akibat dipengaruhi oleh sejumlah 

factor antara lain, loyalitas ASN, adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir 

jabatan, ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum. Tuntutan dan 

harapan publik terhadap KASN diharapkan menciptakan optimisme serta 

menghadirkan sosok ASN yang professional, netral, dan berintegritas. KASN 

sebagai Lembaga nonstruktural yang independent dan bebas intervensi politik 

berperan strategis dalam mewujudkan kebijakan keaparaturnegaraan untuk 

tampilnya ASN yang didambakan publik. KASN melaksanakan 

kewenangannya dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen ASN 

undalam rangka penegakan sistem merit serta mengawasi kode etik dan kode 

perilaku ASN. 

Mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

wewenang KASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN masih 

kurang kuat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tidak membuat KASN 

terkendala dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti keterbatasan jumlah 

SDM untuk melakukan pengawasan netralitas ASN, dapat diatasi oleh KASN 

dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bawaslu RI yang 

melibatkan Bawaslu di seluruh Indonesia. Keterbatasan dalam hal melakukan 

sosialisasi di masa pandemi, juga dapat datasi oleh KASN dengan cara 

melaksanakan “Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN”.  
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Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

KASN berwenang memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode 

perilaku Pegawai ASN. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Hasil 

Pengawasan KASN yang disampaikan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang wajib untuk ditindaklanjuti. 

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh KASN adalah kepatuhan Pejabat 

Pembina Kepegawaian, khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah 

terhadap Rekomendasi KASN. Penggunaan kata-kata “Rekomendasi” sering 

dianggap menjadi optional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga 

seolah-oleh dapat diikuti ataupun tidak diikuti. Padahal Undang-Undang ASN 

telah mengamanatkan bahwa Rekomendasi KASN wajib ditindaklanjuti. 

Kepatuhan terhadap Rekomendasi KASN meningkat sejak tahun 2020, 

dimana 5 Kementerian dan Lembaga (Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

KASN, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengawas Pemilu) 

menandatangani Surat Keputusan Bersama (MoU) tentang Pedoman 

Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2020. MoU tersebut 

dianggap sangat membantu KASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 

karena saling bantu dengan Instansi lainnya. Bantuan yang dirasakan antara 

lain, terdapat tenggat waktu yang diberikan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi KASN. Apabila 

Rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang 

ditentukan tersebut maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memblokir 

data kepegawaian ASN yang bersangkutan. Selain itu Kementerian Dalam 

Negeri juga berperan dalam mengingatkan para Kepala Daerah yang belum 



100 
 

menindaklanjuti rekomendasi KASN. Hal ini semua mengakibatkan terjadi 

peningkatan kepatuhan akan rekomendasi selama tahun 2020. 

Peningkatan jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN yang diterima 

oleh KASN tidak dapat dipandang sebagai kegagalan KASN. Peningkatan 

tersebut menunjukkan adanya pertambahan jumlah partisipasi masyarakat 

dalam mengawasi netralitas ASN. Dalam hal ini dapat dikatakan sosialsasi 

KASN yang telah dilakukan selama ini berhasil. Selain itu peningkatan 

kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap rekomendasi KASN juga 

meningkatkan. Hal ini menunjukkan kesadaran para Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk patuh terhadap ketentuan Undang-Undang ASN juga 

meningkat.  

Reformasi Birokrasi merupakan cikal bakal terlahirnya KASN. 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan demi menciptakan Birokrasi yang bersih 

dan professional serta berorientasi pelayanan publik, netral, dan berdedikasi. 

Kendala utama dalam pengawasan netralitas ASN adalah kurangnya 

komitmen ASN untuk bersikap netral dan kurangnya kewenangan KASN 

untuk memberikan sanksi. ASN memiliki posisi penting dan tanggung jawab 

besar dalam melayani masyarakat. ASN dituntut untuk netral dan bekerja 

dengan professional. 

 

5.2 SARAN 

Walaupun pelaksanaan tugas yang dilakukan KASN telah maksimal, 

namun tetap ada beberapa hal yang harus disempurnakan demi kelancaran 
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pelaksanaan tugas KASN dalam menjaga netralitas ASN. Dalam hal ini 

peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penguatan KASN. Penguatan KASN tidak hanya dengan 

menambah jumlah SDM nya melainkan juga melalui penguatan 

kelembagaan. Sebagaimana diketahui KASN sampai saat ini belum 

memilik Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri, demikian juga Badan 

Anggaran KASN masih melekat kepada Kemeterian PANRB. Seluruh 

pegawai KASN adalah PNS yang dipekerjakan dari instansi pemerintah 

lainnya, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, 

LAN, hingga sector swasta. Sebagai Lembaga yang mandiri, bebas 

intervensi politik, dan yang memiliki tugas utama dibidang pengawasan, 

maka KASN dipandang perlu untuk memiliki Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan Badan Anggaran sendiri. Dengan memiliki Pejabat 

Pembina Kepegawaian sendiri, maka diharapkan KASN memiliki pegawai 

tetap, dan seluruh pegawai yang diperbantukan dari luar instansi tersebut 

dapat beralih status menjadi pegawai KASN. Hal ini semata-mata demi 

mencegah terjadinya internvensi dan menjaga independensi KASN 

sebagai Lembaga pengawas. 

2. Untuk membantu kelancaran tugas KASN dalam menjaga netralitas 

pegawai ASN serta menciptakan rasa aman bagi ASN dalam berkarir, 

disarankan agar Pejabat yang memiiki kewenangan untuk menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN bukan lagi pejabat 

politik, melainkan pejabat karir PNS tertinggi di lingkungannya yaitu 

Sekretaris Jenderal di Instansi Pusat dan Sekretaris Daerah di Instansi 

Daerah. Pemerintah harus tegas menghilangkan politisasi dalam dunia 
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ASN. Sementara itu KASN diharapkan menjadi jembatan penghubung 

antara politik dan birokrasi Indonesia. Berlarut-larutnya masalah birokrasi 

terkait dengan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik 

praktis tentu menghambat terwujudnya netralitas birokrasi. Perlu 

pemikiran konstruktif berkaitan dengan karir ASN yang ditentukakn oleh 

Kepala Daerah yang notabene adalah pejabat poltik, sehingga posisi ASN 

menjadi sangat dilematis pada satu sisi harus netral tetapi disisi lain 

apabila ASN dinilai kurang atau tidak loyal kepada Kepala Daerah, maka 

karir birokrasinya tidak akan berkembang. Sebaiknya kewenangan untuk 

mengangkat, memberhentikan serta memindahkan ASN diberikan 

kepada ASN dengan jabatan karir tertinggi di lingkungannya. Hal ini demi 

mencegah intervensi politik dalam jabatan pegawai negeri yang dapat 

berdampak pada terjadinya relasi kekuasaan antara pejabat polyik dan 

ASN. Penguatan dan akselerasi KASN sudah sepatutnya dilakukan 

pemerintah dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi khusunya 

dalam Manajemen ASN. 

3. Kedudukan KASN sebagai Lembaga yang mandiri dan mengawasi 

manajemen ASN, dipandang perlu untuk diimbangi dengan aturan yang 

kuat mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya. KASN harus diberikan 

kewenangan yang lebih dari sebatas Rekomendasi. KASN dianggap 

perlu memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat 

Keputusan.Kewenangan KASN untuk memberikan Rekomendasi 

seringkali dianggap menjadi optional (pilihan) oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian karena dianggap Rekomendasi sama dengan 

saran/masukan. KASN perlu memiliki kewenangan untuk menerbitkan 
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Surat Keputusan berkaitan dengan penanganan netralitas, kode etik dan 

kode perilaku ASN, juga berkaitan dengan tugasnya dalam mengawasi 

Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi. Selain menjaga netralitas ASN, 

KASN juga berperan dalam melindungi ASN dalam berkarir.  
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